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Capaian Pembelajaran

CPL Prodi yang dibebankan pada MK

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
P1 Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
KU1 pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KK8 Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum
CPMK
mahasiswa di harapkan mampu menjelaskan Hubungan Eksekutif dan Legislatif membahas hubungan Presiden dan MPR
CPMK1 (S1,P1,KU 1,KK8)
CPMK?2 mahgsiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Hubungan Eksekutif dan Legislatif membahas hubungan
Presiden dan DPR (S1,P1,KU 1,KK8)
CPMK3 mahasiswa diharapkan mampu memahami'da.n menjelaskan hubgngap Presiden dan DPD baik sebelum diamandemen UUD
1945, hubungan Gubernur dan DPRD Provinsi, Hubungan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota (S1,P1,KU 1,KK8)
Sub-CPMK
CPMK1 mahasiswa mampu menjelaskan hubungan Presiden dan MPR serta DPR sebelum di Amandemen UUD 1945 (CPMK1)
CPMK2 Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan Presiden dan DPR setelah di amandemen UUD 1945 (CPMK?2)
CPMK3 Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan Presiden dan DPD setelah amandemen UUD 1945, hubungan kepala daerah

dengan DPRD (CPMK3)
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CPMKI. mahasiswa ertemuan 1Ketepatan
mampu menjelaskan diskusi p . p
: Ketepatan dalam memahami kontrak
hubungan Presiden dan olaskan defenisi  |/€S Pekuliahan: 10
MPR serta DPR sebelum [eryeiaskan aetenist Ceramah exuianan;
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di Amandemen UUD 1945
CPMK2. Mahasiswa
mampu menjelaskan diskusi .
hubungan Presiden dan ketepa{tarﬁ dall?rn tes pertemuan 2; 10
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